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PEMKAB LANGKAT TERIMA DANA TRANSFER Rp1.948 TRILIUN DI 2023 

 

 

Sumber Gambar : https://www. seputarsumut.com  

 

Seputar-Langkat | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH 

mengikuti kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar 

Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, 

Medan, Jumat (2/12/2022). 

APBN 2023 untuk Sumatera Utara, dijelaskan Afandin, berjumlah Rp63,60 triliun 

yang terdiri dari dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp41,55 triliun, dan untuk 

belanja kementerian/lembaga di Sumut sebesar Rp22,05 triliun. 

Sementara untuk Kabupaten Langkat alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 

2023 sebesar Rp1,948 triliun yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Dana Desa.  

“APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga 

keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap 

mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat,” terang 

Afandin. 

 

Sumber Berita: 

1. https://seputarsumut.com/sumut/pemkab-langkat-terima-dana-transfer-rp1948-triliun-di-

2023, Jumat, 2 Desember 2022. 

2. https://sumut.antaranews.com/berita/511287/syah-afandin-ikuti-penyerahan-dipa, Jumat 

2 Desember 2022. 

https://www.gosumut.com/
https://seputarsumut.com/sumut/pemkab-langkat-terima-dana-transfer-rp1948-triliun-di-2023
https://seputarsumut.com/sumut/pemkab-langkat-terima-dana-transfer-rp1948-triliun-di-2023
https://sumut.antaranews.com/berita/511287/syah-afandin-ikuti-penyerahan-dipa
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  

Pasal 1 angka 3, 4, 8, 9, 10 dan 11 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD 

adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 

untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik 

yang merupakan urusan Daerah. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan 

angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi.  

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

     

Pasal 3  

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dalam APBD.  

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

 

Pasal 22  

(1) Da1am proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin 

oleh sekretaris daerah.  

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, 

PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)  

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. DBH; dan 

b. DAU. 

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. DAK Fisik; dan 

b. DAK Non Fisik. 

 

Pasal 36  

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari: 

a. Pajak; dan 

b. Sumber daya alam. 

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; 

b. Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

dan Pajak Penghasilan Pasal 2l; dan 

c. Cukai hasil tembakau; 

sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan. 

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berasal dari: 
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a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi 

sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah y arrg 

bers angkutan ; 

b. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran 

tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari 

wilayah Daerah yang bersangkutan; 

c. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang 

dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

d. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan 

dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

e. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian 

Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah 

Daerah yang bersangkutan; dan 

f. Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan 

pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 

 

Pasal 37  

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 42 

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari 

APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perLlndang-undangan. 

 

Pasal 83 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 
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(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran 

Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan 

Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Peraturan Menetri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.  

Pasal 1 angka 2  

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen 

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran. 


